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HUKUM PERTANAHAN

A. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Historis

Pemilikan tanah diawali dengan menduduki suatu wilayah yang oleh
masyarakat Adat disebut sebagai tanah komunal (milik bersama). Khususnya di
wilayah pedesan di luar Jawa, tanah ini diakui oleh hukum Adat tak tertulis baik
berdasarkan hubungan keturunan maupun wilayah. Seiring dengan perubahan pola
sosial ekonomi dalam setiap masyarakat, tanah milik bersama masyarakat Adat ini

secara bertahap dikuasai olech anggota masyarakat melalui penggarapan yang
bergiliran.

Sistem pemilikan individual kemudian mulai dikenal di dalam sistem
pemilikan komunal. Situasi ini terus berlangsung di dalam wilayah kerajaan dan
kesultanan sejak abad ke lima dan berkembang seiring kedatangan kolonial Belanda
pada abad ke tujuh belas yang membawa konsep hukum pertanahan mereka. Selama
masa penjajahan Belanda, pemilikan tanah secara perorangan menyebabkan dualisme
hukum pertanahan, yaitu tanah-tanah di bawah hukum Adat dan tanah-tanah yang
tunduk kepada hukum Belanda. Menurut hukum pertanahan kolonial, tanah bersama
milik Adat dan tanah milik Adat perorangan adalah tanah dibawah penguasaan
negara.Hak individual atas tanah, seperti hak milik atas tanah, diakui terbatas kepada
yang tunduk kepada hukum barat. Hak milik ini umumnya diberikan atas tanah-tanah

di perkotaan dan tanah perkebunan di pedesaan. Dikenal pula beberapa tanah instansi

pemerintah yang diperoleh melalui penguasaan.
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A PEMERIKSAAN TANAH "A'
RI ALAH PANNomor: ~ IPA2011

bef“‘”da . Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
?,og uNAID| Kantor Pertanahan Kota Palemhang sabagai Kety
USJ ' . a

i AC merangkap anggota

. Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan
gISMA, ST Kantor ~ Pertanahan  Kota  sehagai Wakil

! AND: Ketua merangkap anggota :

y KGO MUHAMMAD 5.908 | ﬁ: gtac:? Pi?tzsri aI:\:?\g:ct:tje:aga felaarrr:b: ﬁg asteaha:g; ear:\agg?:t]aa n
s MISMAIL ANIS, M-S Lurah 8 llir yang ditunjuk, sebagai anggota:

L Ko an ik Tora o

bukan anggota

fang bersama-sama merupakan Panjtia dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Wssional Nomor 7 Tahun 2007 dan 3 (txga) orang Anggota telah datang dilokasi tanah yana dimohon
efelek di Kelurahan 8 llir, Kecamatan llir Timur Il, Kota Palembang untuk mengadakan pemeriksaan

#21 permohonan Hak Milik atas nama . - bertindak untuk dan atas
-ama dirl sendiri )
L URAIAN ATAS HAK YANG AKAN DITETAD! AN

1. Jenis hak . Hak Milik

2 Jangka Wakt,

;i Subyek hak
Luas , |

5. Peta bidang Tangh 200 M2 (lima ratus meter persegi)
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